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BAB IV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pernbahasan masatah di Bab Bab sebelumnya , dapat 

ditarik sebuah kesimpulan yang diharapkan mengerucutkan persepsi , wacana dan 

paradigma , sebagai berikut 

1. 	 Bahwasanya perlilldungan hukum adalah perlindungan lcrhadap pihak 

yang lemah , sehingga nyata keberpihakan ( pernerintah ) terhadap buruh . 

. Akan tetapi keberpihakan huk'Um terhadap kaum buruh yang di-PHK dari 

remn ke rezim mengalami pergeseran atau malall ber-oposisi biner satu 

sama lain. Hal iui disebabkan rumusan nomla yang kabur dan tak bemilai 

, sehingga terbuka peluang terjadinya multi tafsir sesuai dengan kebutuhan 

politik huk'Um suatu rezim . Disamping itu mekanisme penyelesaian 

persclisihan perbumhan dalam hal ini jika tel:iadi PHK pada buruh , tidak 

mampu mcmberikan perlindungan hukum terhadap hak - hak buruh . 

Penyebabnya adalall berbelit - beht prosedur penyelesaian yang men1akan 

waktu lama serta sistem huk'Um yang tidak berpihak pada buruh . 

2. 	 Hak Veto Menteri T enaga Kerja mempakan solusi altematif untuk 

problem diatas . AJasannya adalah Veto Menteri Tenaga KClja mcmakau 

wak'1u yarJg singkat darJ sekaligus memo tong akses untuk barJding ke 

Pengadilan Tinggi TUN yaitu harJya 14 hari sejak putusan P4P 

dikeluarkan . Dan juga karak1eristik Veto Menteri T enaga Kelja sebagai 
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Keputusan Tata Usaha Negara yang bebas , menyebabkan Veto tersebut 

tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam 

pasal 49 Cndang Undang NO.5! 1986. Veto Menteri T enaga Kerja " 

hanya " dapat diguga\ di Pengadilan Negeri dengan ekstensifikasi pasal 

1365 BW yang termaknai sebagai dalil adanya tanggunggugat pemerintah 

. Akan tetapi secara hukum gugatan per data tni lemah karena tidak adanya 

wewenang yang dimi1iki Pengadilan Negeri . Penjelasan 1I11111111 lIndang 

lIndang No. 5 I 1986 maupun Sural Edaran Mabkamah Agung No. MA i 

Pemb / 0159 ! 77 tanggal 25 Pebruari tahun 1977 tidak dapat menciptakan 

. wewenang karena bukan peraturan perundang undangan. 

2. 	 Saran 

I. 	 Periu dibuat peraturau perundang uridangan banI yang mengatur tentang 

rnekanisrne penyeJesaian sengketa perburuhan yang efek1:if dan efisien , 

sehingga mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum substantif in 

COI1C1"eto bagi buruh yang di-PHK . Disamping itu perlu adanya 

pembenahan sistem hukum, yang bersih dan bertanggungjawab . 

2. 	 Bahwasanya dengan adanya vage nann yang dijadikan landasan Hak Veto 

Menteri Tenaga Kerja , menyebabkan ketidakpastian pertilldl.Ulgan Imk"tun 

terhadap bumh yang di-PHK knIcna tergantuug terhadap polWml wI!! dad 

rezim. OIel! karena itu ~1Crlll adanya ~len(\nnaan ~dang , yang lebih jelas. 

dan konkret dalam mernberikan perltndungan hukurn terhadap buruh , 

dinuma Hak Veto mernang digunakau untuk mehndungt kepentingan 
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bunth , dengan tetap mendasarkan pada " kepentingan umum dan 

kepentingan negara " sehingga tetap memiliki karak.1:er absolut . Untuk 

lebih memperjelas dan mengoptimalkan keberpihakan pemerintah 

lcrhadap bundl . maka Mcnteri Pcrburuhan haruslah dan kaiangan buruh 

karena tugasnya adalah menja\ankan kepentingan negara untuk me1indungi 

buruh . Untuk terciptanya tanggunggugat pemerintah sebagai media 

keadilan , perIn diperjelas dalam nonna peraturan pentndang undangan 

.peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Velo 

Menteri Tenaga Kerja yang justm memgikan bumh , sehingga 

perlindungan hukum yang dimaksud tidak sia - sia . 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI




